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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial. Sejak lahir manusia sudah 

memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, sehingga manusia 

tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain.1 Suatu kenyataan dalam makhluk 

hidup dimuka bumi ini ialah makhluk hidup terdiri dari dua jenis yaitu, laki-

laki dan perempuan. Pada segi fisik maupun psikis kedua makhluk hidup itu 

memiliki sifat yang berbeda, tetapi secara biologis kedua makhluk tersebut 

saling membutuhkan hingga berpasang-pasangan. Kehidupan yang saling 

berpasangan secara harfiah disebut perkawinan. 

 Setiap makhluk hidup itu memiliki hak asasi untuk melanjutkan 

keturunannya melalui perkawinan. Perkawinan merupakan suatu cara yang 

dilakukan manusia untuk membentuk suatu keluarga. Pada umumnya 

perkawinan telah diatur oleh agama, adat istiadat, undang-undang, serta 

norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Di Indonesia sendiri, 

perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

(UUP) : 

"Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

                                                   
1 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 

9 



tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Yang Maha 

Esa”. 

Perkawinan ialah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang 

didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia 

yang terucap merupakan suatu bentuk keberanian yang besar bagi seseorang 

ketika memutuskan untuk menikah. Perkawinan yang dilandasi rasa saling 

cinta, kasih sayang menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugrah bagi 

setiap insan di dunia ini.2 

Kesiapan dari masing-masing pasangan untuk menjalankan kehidupan 

baru merupakan faktor terpenting untuk menjalankan segala kebutuhannya 

baik psikologis maupun biologis. Oleh sebab itu, setiap pasangan yang 

berencana untuk menikah perlu memahami cara-cara yang ditentukan oleh 

agama dan ketentuan hukum yang berlaku di negaranya.3 

Dalam melakukan suatu perkawinan, perlu kematangan baik dalam 

fisik, psikologis, ataupun emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak 

disarankan. Kedewasaan diri baik secara mental maupun finansial juga 

merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan sebelum memustuskan 

untuk melakukan suatu perkawinan. Serta kematangan emosi adalah hal yang 

penting untuk perkawinan dimana akan membina sebuah rumah tangga. 

                                                   
2 Fatchiah E. Kereta muda, Konseling pernikahan Untuk Keluarga Indonesia, Jakarta: 

Salemba Humanika, 2009, hlm.13. 
3 Ibid, hlm.14. 



Dalam kehidupan manusia seharusnya perkawinan menjadi suatu yang bersifat 

seumur hidup.4 

Dalam melakukan perkawinan, terdapat syarat-syarat perkawinan yang 

harus dipenuhi. Syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam Pasal 6 UUP, 

yang berisi :  

a. Perkawinan yang akan dilaksanakan harus didasarkan atas 

persetujuan kedua calon mempelai; 

b. Untuk seorang yang akan melangsungkan perkawinan belum 

mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin 

kedua orang tua; 

c. Apabila salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin 

yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup 

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang 

mampu menyatakan kehendaknya; 

d. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dapat 

diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang 

memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas 

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan 

kehendaknya; 

                                                   
4 Ali Murtadho, Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama, Jakarta: Sinar Grafika 

2009, hlm. 45. 



e. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang yang 

disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah satu atau 

lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka 

Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan 

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat 

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 

tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini; 

f. Ketentuan yang terdapat pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) 

pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Pada awalnya syarat usia untuk melakukan perkawinan terdapat dalam 

Pasal 7 UUP : 

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat 

meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang 

ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 

3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau 

kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) 

Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan 

dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi 

yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). 



Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan UUD sehingga Pasal 7 

UUP diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji. Pasal 7 UUP 

diajukan ke MK karena pada awalnya, Maryanti yang merupakan korban dari 

pernikahan di bawah umur, mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) 

sebagai pelapor untuk dilakukannya judicial review (uji materi) atas Pasal 7 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau UU 

Perkawinan, Senin, 18 Desember 2017. Maryanti menyampaikan bahwa sejak 

usia 11 tahun, ayahnya berencana menjodohkan dia dengan seorang pria yang 

jauh lebih tua. Menolak untuk dijodohkan, Maryanti memilih untuk tinggal 

bersama neneknya selama setahun. Ketika berusia 12 tahun, lagi-lagi Maryanti 

dijodohkan oleh ayahnya kepada laki-laki yang lebih tua dari ibunya. Karena 

diancam sang ayah maka, Maryanti terpaksa menyetujui dinikahkan ketika 

berusia 14 tahun. Cerita kelam itulah yang menjadi dasar Maryanti beserta dua 

pemohon lainnya, Endang Wasrinah dan Rasminah untuk mengajukan uji 

materiil terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Melalui tim kuasa hukumnya, mereka meminta agar usia minimal pernikahan 

bagi perempuan disamakan dengan laki-laki, yakni 19 tahun.5 

Pasal tersebut juga dianggap bertentangan karena menurut Pasal 1 ayat 

1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : 

 “Anak ialah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan”.  

                                                   
5 Tika Azaria, “Cerita Maryanti, Pemohon Uji Materi UU Perkawinan”, 

https://nasional.tempo.co/read/1043397/cerita-maryanti-pemohon-uji-materi-uu-perkawinan, 

diakses pada tanggal 23 September 2019 Pukul 15.52 

https://nasional.tempo.co/read/1043397/cerita-maryanti-pemohon-uji-materi-uu-perkawinan


Dan dalam Pasal 26 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa : 

“Orang tua mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk :  

1. mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak;  

2. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya; dan  

3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. 

Merujuk kepada UUP diatas, banyak realitas yang tidak sesuai atau 

bertentangan dengan undang-undang. Seperti contohnya di Indonesia, 

pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan 

data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), 

tercatat 11,2% dari 79,6 juta anak di Indonesia sudah melaksanakan 

perkawinan sebelum usia 18 tahun. Menurut data BPS Jawa Timur pada 2018, 

sebanyak 20,73% perempuan pernah menikah di usia 10-17 tahun. Dari 

jumlah tersebut, sebanyak 26,04% terjadi di pedesaan. Hanya 13,28% 

perempuan di Jatim yang melaksanakan perkawinan pertamanya pada usia 25 

tahun ke atas.6  

Perkawinan yang terjadi diusia anak-anak pada beberapa dasawarsa 

yang lalu memang masih marak dilakukan oleh para orang tua, khususnya di 

beberapa kawasan nusantara yang dipengaruhi adat kebiasaan setempat. Anak 

                                                   
6 Ilham Safutra, “1 dari 9 Anak Nikah di Bawah Umur” 

https://www.jawapos.com/nasional/24/07/2019/1-dari-9-anak-nikah-di-bawah-umur/ diakses pada 

tanggal 22 September 2019 Pukul 12.14 WIB 

https://www.jawapos.com/nasional/24/07/2019/1-dari-9-anak-nikah-di-bawah-umur/


anak yang belum matang jiwa raganya dijodohkan oleh orang tua, tanpa 

mereka tahu arti dan makna perkawinan yang dilakoninya.7 

Pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 

22/PUU-XV/2017 memutuskan bahwa, Pasal 7 UUP bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan MK 

memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka 

waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UUP.8 

Pada tahun 2019, telah terjadi perubahan pada Undang-Undang 

Perkawinan, dimana sebelumnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 sekarang diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. 

Dengan terjadinya perubahan Undang-Undang tersebut, maka batas usia untuk 

melangsukan perkawinan juga ikut berubah yang mana sebelumnya usia untuk 

melangsungkan perkawinan bagi pihak laki-laki apabila telah mencapai usia 

19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun, sedangkan didalam 

Undang-Undang perkawinan yang baru usia untuk melangsungkan 

perkawinan disamakan antara laki-laki dan perempuan yaitu apabila telah 

mencapai usia 19 tahun. 

 Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis 

mengambil judul untuk dibahas dalam tugas akhir perkuliahan yang berjudul  

“ANALISIS HUKUM BATAS UMUR UNTUK MELANGSUNGKAN 

                                                   
7 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 

53. 
8 Putusan MK No 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “ 

http://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/742/id_perkara/880 “ diakses pada tanggal 16 Agustus 2019 

Pukul 13.25 

http://www.dpr.go.id/jdih/perkara/id/742/id_perkara/880


PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF UU NO.16 TAHUN 2019 

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 

TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah hal yang sangat penting dalam menulis skripsi 

agar bisa diketahui proses dalam suatu penulisan. Dari uraian yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam 

skripsi ini adalah : 

1. Apa yang melatarbelakangi batas umur 19 tahun bagi pria dan 

wanita untuk melangsungkan perkawinan dalam perspektif UU 

NO.16 Tahun 2019? 

2. Mengapa batas umur pihak pria dan pihak wanita untuk 

melangsungkan perkawinan disamakan 19 tahun dalam perspektif 

UU NO.16 Tahun 2019? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi batas umur 19 

tahun bagi pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan 

dalam perspektif UU NO.16 Tahun 2019. 

2. Untuk mengetahui mengapa batas umur pihak pria dan pihak 

wanita untuk melangsungkan perkawinan disamakan 19 tahun 

dalam perspektif UU NO.16 Tahun 2019. 

 

 



D. Ruang Lingkup 

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas, maka ruang lingkup 

penelitian ini hanya membahas tentang batas umur untuk melangsungkan 

perkawinan dalam persfektif UU NO.16 Tahun 2019 tentang perubahan 

atas Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

maupun pemahaman tentang faktor yang melatarbelakangi batas 

usia untuk melangsungkan perkawinan dalam perspektif Undang-

Undang N0.16 Tahun 2019 serta untuk mengetahui mengapa usia 

untuk melangsungkan perkawinan disamakan antara pihak pria dan 

wanita dalam perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. 

2. Manfaat Praktis 

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis sendiri 

maupun rekan mahasiswa, orang tua, serta masyarakat 

bahwasannya usia merupakan salah satu faktor penting untuk 

melangsungkan suatu perkawinan. karena dengan melaksanakan 

perkawinan dibawah umur akan merugikan anak-anak itu sendiri, 

dimana mereka tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana 

mestinya. 

 

 



F. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan suatu kerangka pemikiran atau butir-butir 

pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus ataupun permasalahan yang 

akan  menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.9 

1. Konsep Perkawinan 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang 

Maha Esa. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, perkawinan adalah 

suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Dari definisi 

tersebut menjelaskan tentang pengertian perkawinan ialah 

perjanjian. Perjanjian yang mengandung arti adanya kemauan 

antara kedua belah  pihak yang saling berjanji antara satu sama 

lain, berdasarkan prinsip suka sama suka antara para pihak. 

Perjanjian tersebut dinyatakan dalam bentuk ijab dan  qabul yang 

harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka 

yang bersangkutan, yaitu calon suami istri.10 

 

 

                                                   
9 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: CV Mandar Maju, 1994, hlm. 

80. 
10 Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam 

dan Hukum Adat, YUDISIA, Vol. 7 N0. 2 Desember 2016, hlm. 415. 



2. Konsep Usia Kedewasaan 

Menurut Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan : 

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita 

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. 

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014: 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan”.  

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia : 

“Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan 

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 

dalam  

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.11 

3. Teori Perlindungan Hukum 

Prinsip perlindungan hukum yang ada di Indonesia adalah prinsip 

pengakuan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat 

manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan 

hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber pada 

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

                                                   
11 Letezia Tobing, “Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan 

Perundang-undangan” 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-

cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan/ diakses pada tanggal 23 September 2019 

Pukul 17.00 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan/


asasi manusia, karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya 

konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan serta 

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.12 Menurut 

pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi 

rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan 

represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk 

mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan 

pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan 

untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya 

di lembaga peradilan.13 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian berbeda dengan metodologi penelitian. Metode 

penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian, 

misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, 

tesis, atau disertasi.14 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 

yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek 

teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, lingkup dan materi, 

                                                   
12 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina 

Ilmu, 1987, hlm. 38. 

 13 Ibid, hlm. 29. 
14 Beni Ahmad Saebani,  Metode Penelitian Hukum, Bandung : Pustaka Setia, 2008, hlm. 

16. 



konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.15 Penelitian 

hukum normatif juga disebut penelitian perpustakaan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Suatu penelitian normatif, tentulah harus menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai 

aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral 

suatu penelitian.16 Untuk penelitian harus melihat hukum sebagai 

sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 

a) Comprehensive, artinya norma-norma hukum yang ada 

didalamnya terkait antara satu sama lain secara logis. 

b) All Inclusive, artinya kumpulan norma-norma hukum 

tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum 

yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum. 

c) Systematic, artinya norma-norma hukum tersebut, 

disamping bertautan satu sama lain, juga tersusun secara 

hierarkis. 

3. Sumber dan Bahan Hukum 

Sumber bahan penelitian ini terdiri dari : 

a) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat 

yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang 

                                                   
15 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya 

Bakti, 2004, hlm.102. 
16 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitan Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori 

Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm.132. 



berkaitan dengan objek penelitian.17 Di dalam penelitian 

ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 

Tahun 1975; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan; 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan; 

5. Kompilasi Hukum Islam; 

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-

XV/2017. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan 

hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum 

sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya 

berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, 

terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum 

atau law review. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang 

tidak tergolong bahan hukum primer atau termasuk segala 

                                                   
17 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali 

Press, 2010, hlm. 106. 



karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang 

dimuat di koran atau majalah popular.18 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna untuk 

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 

hukum sekunder.19 Bahan hukum tersier yang digunakan 

terdiri dari : 

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia; 

2. Kamus Hukum. 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk 

memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan 

bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan 

penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi 

dokumen (studi kepustakaan) adalah suatu alat pengumpulan bahan 

hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis seperti buku-

buku, majalah beserta artikel yang kemudian diolah dan 

dianalisis.20 Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat memiliki 

landasan teori yang kuat dalam menarik kesimpulan. 

 

 

                                                   
18  I Made Pasek Diantha,  Op.cit, hlm. 145 
19 Beni Ahmad Saebani, Op.cit., hlm. 38. 
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2011, hlm.21. 



5. Analisis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan 

hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Bentuk 

dalam teknik analisis bahan hukum adalah analisis deskriptif 

kualitatif. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau 

arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”.  Bahan hukum 

yang diperoleh selanjutnya diarahkan untuk menemukan, 

mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk 

memahami maknanya.21 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan didasarkan pada data yang diperoleh dalam 

kegiatan penelitian. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu dengan logika deduktif dan logika induktif.22 Dalam 

skripsi ini, penulis menggunakan logika deduktif. Logika deduktif 

ialah suatu cara berfikir atau suatu cara penarikan kesimpulan yang 

bertolak dari suatu asumsi atau pernyataan yang bersifat umum 

untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus.23 

H. Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam 4 (empat) Bab, yaitu : 

BAB I, terdiri dari pendahuluan yang menguraikan latar belakang, 

rumusan masalah, manfaat dan tujuan serta metode penelitian. 

                                                   
21 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke arah 

Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2007, hlm. 203. 

 22 Imron Mustofa, “Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar 

Penalaran Ilmiah”, volume 6 nomor 2, juli-desember 2016, hlm. 124. 

 23 Mundiri, Logika, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm.14. 



BAB II, terdiri dari tinjauan pustaka yang memaparkan tentang 

kerangka teori permasalahan yang akan dibahas. 

BAB III, terdiri dari pembahasan tentang gambaran hasil penelitian 

dan analisis yang secara khusus membahas tentang “ANALISIS HUKUM 

BATAS UMUR UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN 

DALAM PERSFEKTIF UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 

TENTANG PERKAWINAN” 

BAB IV, terdiri dari penutupan yang menguraikan kesimpulan dan 

saran. 
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